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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berdirinya BKKBN pada tahun 1970, semua komponen KP dari pusat, daerah,
hingga PLKB bekerja giat untuk mengerahkan tugas membangun bangsa melalui perencanaan
keluarga. Peran BKKBN terhadap pembangunan cukup signifikan, terdiri dari penurunan LPP
dari 2,32 persen pada tahun 1970 menjadi 1,3 persen pada tahuj 2010. Fertilitas yang
diperoleh dari 5,6 per wanita pada tahun 1970 menjadi 2,34 per wanita pada tahun 2010,
sehingga program KB selama 40 tahun telah mampu mencegah terjadinya pertambahan
penduduk sekitar 100 juta jiwa. Suatu capaian yang membanggakan, walaupun faktanya saat
ini penduduk tetap bertambah sekitar 3,2- 3,5 juta jiwa per tahun (I Dewa Made Suka, 2017).

Dinamika program KB vyaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan program
Kampung KB, membangun kualitas penduduk dengan promosi dua anak cukup, serta
membangun karakter bangsa melalui revolusi mental, diperlukan kesiapan petugas lini
lapangan khususnya Penyuluh KB yang handal, cerdas, terampil dan berorientasi pada
keluaran (out put) yang berkualitas. Sebagai pengelola dan pelaksana program di lini lapangan
Penyuluh KB dilengkapi dengan berbagai kemampuan, baik kemampuan leadership,
manajerial maupun kemampuan teknis operasional,serta harus memiliki kompetensi dalam
rangka menjawab persoalan KKBPK dimasa depan. Selain itu, setiap daerah harus memiliki
Penyuluh KB yang memadai dan mencukupi jumlahnya agar visi misi BKKBN dapat
terealisasikan dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya perencanaan SDM Penyuluh KB di

setiap daerah oleh Perwakilan BKKBN tiap provinsi.

Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan,
memberdayakan, serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak
dalam pelaksanaan program KKB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di
tingkat Desa/ Kelurahan. Sedangkan Petugas Lapangan Keluarga berencana (PLKB) adalah
Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan,
memberdayakan, serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak
dalam pelaksanaan program KKB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di

tingkat Desa/ Kelurahan. PKB/PLKB memiliki tugas dan fungsi yang sama, hanya saja
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setelah ini nama PLKB akan dihapuskan dan diganti menjadi PKB pelaksana karena tugas dan

fungsi yang sama dengan PKB.

Rekruitmen dan seleksi pada Penyuluh KB di tiap daerah dilakukan melalui seleksi CPNS
yang sejak tahun 2018 seleksi CPNS untuk Penyuluh KB menjadi tanggung jawab penuh
BKKBN, yang pada tahun 2003-2017 seleksi CPNS untuk Penyuluh KB menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, penempatan Penyuluh KB juga harus
sesuai dengan perencanaan awal agar distribusi Penyuluh KB di masing-masing daerah
tersebar sesuai dengan kondisi daerah dan jumlah pasangan usia subur di masing-masing
daerah. Seperti contoh di Kabupaten Sumenep yang termasuk dalam Perwakilan BKKBN
Provinsi Jawa Timur hanya terdapat sebanyak 17 Penyuluh KB yang menangani lebih dari 20
desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Permasalahan lain pada Kabupaten
Sumenep juga berada pada SDM Penyuluh KB yang sudah banyak mendekati usia purna
tugas.

Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan, Rekruitmen dan Seleksi, serta penempatan
Penyuluh KB sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing agar visi misi BKKBN dapat

terealisasikan dengan baik dan permasalahan pada KKBPK dapat terselesaikan dengan baik.

1.2 Tujuan Magang
1.2.1 Tujuan Umum

Mempelajari perencanaan kebutuhan Penyuluh KB (Penyuluh Keluarga Berencana) di

wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari gambaran umum Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

2. Mempelajari gambaran umum Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum di Perwakilan
BKKBN Provinsi Jawa Timur.
Mempelajari jenjang jabatan, tugas pokok, fungsi, dan persebaran Penyuluh KB.

4. Menganalisis perencanaan kebutuhan Penyuluh KB (Penyuluh Keluarga Berencana) di

wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
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1.3 Manfaat Magang
A. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan gambaran kondisi nyata dunia kerja yakni di instansi pemerintahan.
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan kondisi
nyata di lapangan (dunia kerja).
3. Menambah pengalaman kerja mahasiswa di bidang administrasi dan manajemen
kesehatan.
4. Meningkatkan keterampilan mahasiswa di bidang administrasi dan manajemen
kesehatan.
B. Manfaat Bagi Perwakilan BKKBN Jawa Timur
1. Mendapat masukan berupa metode/teori dari materi perkuliahan yang dapat
diaplikasikan pada Perwakilan BKKBN Jawa Timur berkaitan dengan permasalahan
yang ditemukan di lapangan.
2. Mendapatkan tambahan sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan
pelayanan di beberapa bidang di Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
C. Manfaat Bagi FKM UNAIR
Meningkatkan keterampilan mahasiswa sehingga dapat dihasilkan lulusan yang berdaya
saing dan mampu menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan dengan

menerapakan ilmu yang telah didapatkan.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan Kkinerja
pembangunan, yang, yang menempatkan manusia dalam fungsinya sebagai resource
pembangunan (Nazar, 2016). Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting
dalam suatu organisasi baik organisasi dalam skala besar maupun kecil, karena merupakan
sumber yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi serta mempertahankan dan
mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman (Susilo dan
Abdul, 2015). Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai
penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang

memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Hasibuan (2014) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan
perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Indah Puji Hartatik (2014) menyatakan bahwa
MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan
dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa,dan internasional yang -efektif.
Manajeman sumber daya manusia memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja
organisasi sebagai sumber daya manusia utama yang memberi kontribusi bagi pencapaian
tujuan-tujuan organisasi serta memberikan kepastian bahwa pelaksanaan fungsi dan kegiatan
organisasi dilaksanakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan,
masyarakat. Karena pentingnya peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan
pencapaian tujuan organisasi maka pengelolahan sumber daya manusia harus memperhatikan
beberapa aspek penting. Aspek sttafing, pelatihan dan pengembangan motivasi dan

pemiliharaan yang secara lebih mendetail.

2.2.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut Indah Puji Hartatik (2014) dapat dibedakan menjadi empat tujuan yaitu:

1. Tujuan Sosial Manajemen
Sumber daya manusia bertujuan agar organisasi dapat bertanggung jawab secara
sosial dan etis terhadap kebutuhan maupun tantangan masyarakat, serta
4
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meminimalkan dampak negatif dari tuntutan itu terhadap organisasi. Manajemen
juga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu
memecahkan masalah sosial.

Tujuan Organisasional

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memiliki sasaran formal
organisasai yang dibuat untuk membentuknya mencapai tujuan.

Tujuan Fungsional

Tujuan fungsional merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi
departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi. Dengan adanya tujuan fungsional ini, depertemen sumber daya
manusia harus menghadapi peningkatan pengelolaan sumber daya manusia yang
kompleks dengan cara memberikan konsultasi yang berimbang dengan
kompleksitas tersebut.

Tujuan Pribadi Manajeman

Sumber daya manusia berperan serta untuk mencapai tujuan pribadi dari setiap
anggota organisasi. Oleh karena itu, aktivitas sumber daya manusia yang dibentuk
oleh pihak manajemen haruslah terfokus pada pencapaian keharmonisan anatara

pengetahuan, kemampuan, kebutuhan, dan minat karyawan dengan organisasi.

2.2.3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), diterapkan fungsi-fungsi pokok

manajemen pada umumnya. Fungsi-fungsi manajemen ialah berbagai jenis tugas atau

kegiatan manajemen yang mempunyai peranankhas dan bersifat salingmenunjang untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi-fungsi manajemen merupakan

suatu kesatuan, satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Adapun fungsi yang dikemukakan oleh Winardi (2000) yaitu:

1.

Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah rangkaian perhitungan dan penentuan mengenai kegiatan
yang akan datang.

Organizing (Pengorganisasian)

Setelah rencana disusun maka dilakukan pengorganisasian untuk mengatur setiap
kegiatan dan sumber daya agar terorganisir dengan baik.

Actuating (Penggerakan atau Pelaksanaan)

Laporan Magang Perencanaan Kebutuhan Penyuluh ... Venia lima Dwi Prastika



IR-Perpustakaan Universitas Ailangga

Penggerakan dijalankan setelah adanya rencana dan organisasi, yang merupakan
pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan perencanaan dan
mengarah pada pencapaian tujuan.

4. Controlling (Pengawasan)
Pengawasan dilakukan agar penggerakan selalu sesuai dengan rencana dan selalu

mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

2.3 Perencanaan Sumber Daya Manusia

2.3.1 Pengertian Perencanaan Sumber Daya Manusia
Menurut G.R. Terry (2007) bahwa :

“Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan
asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan
merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.
Sedangkan Susilo Martoyo dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2000)
mengatakan bahwa :

“Suatu perencanaan harus senantiasa berpijak pada kenyataan yang ada, disertai penggunaan
asumsi-asumsi untuk masa depan, sehingga sasaran yang ingin dicapai benar-benar dapat
diwujudkan. “ Jadi perencanaan merupakan suatu cara yang memuaskan untuk membuat
kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna
memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Selanjutnya yang dimaksud perencanaan sumber daya manusia menurut Hani

Handoko dalam bukunya manajemen personalia dan sumber daya manusia (2001)
mengatakan :
“Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan
mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi diwaktu yang
akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh
kondisi-kondisi tersebut”.

Menurut Hadari Nawawi, 1997 bahwa :

“Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat Kketentuan
(persyaratan) untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan ke luar

organisasi’.
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Dapat disimpulan bahwa perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses
bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah
organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan SDM
berarti usaha untuk mengisi/menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun
kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, perencanaan
SDM lebih menekankan adanya usaha peramalan (forecasting) mengenai ketersediaan tenaga
kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang. Dengan
kata lain, tujuan perencanaan SDM adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin
agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan/kualifikasi dalam mengisi posisi

yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut.

2.3.2 Manfaat Perencanaan Sumber Daya Manusia
Sejalan dengan tujuan perencanaan SDM dilingkungan sebuah organisasi/perusahaan

tersebut diatas, berarti terdapat beberapa manfaat perencanaan SDM yang dimaksud adalah
sbb:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM.

Pendayaguan SDM akan berlangsung efektif dan efisien karena perencanaan SDM
harus dimulai dengan Kkegiatan pengaturan kembali atau penempatan ulang
(restaffing/replacement) SDM yang dimiliki. Penempatan ulang yang dimaksudkan
agar setiap dan dan semua SDM yang dimiliki bekerja pada jabatan atau pekerjaan
yang sesuai dengan kemampuannya.

2. Menyelaraskan aktifitas SDM berdasarkan potensinya masing-masing dengan tugas-
tugas yang sasaranya berpengaruh pada peningkatan efisiensi dan efektifitas
pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain setiap daan semua
SDM berpeluang untuk berperilaku proaktif dalam bekerja, karena setiap tugas dan
masalah yang berada dalam lingkup kemampuannya akan dapat diselesaikan secara
baik sebagai prestasi yang memberikan kepuasan dalam bekerja.

3. Meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan (cost) dan tenaga dalam
melaksanakan rekruitmen dan seleksi.

Rekruitmen dan seleksi untuk menindak lanjuti perencanaan SDM harus didahului
dengan melaksanakan promosi dan pemindahan jabatan, mempensiunkan dan
memberhentikan pekerja sesuai dengan alas an masing-masing. Dengan demikian
pembiayaan (cost) dapat dihemat, karena melalui ketepatan penempatan ulang tidak

akan terjadi penempatan yang keliru, sehingga tidak perlu menyediakan pembiayaan
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untuk mengangkat atau menambah SDM dari sumber eksternal, jika masih tersedia
dari sumber internal yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi kekosongan.

4. Perencanaan SDM vyang professional mendorong usaha menciptakan dan
menyempurnakan Sistem Informasi SDM agar selalu akurat setiap pakai untuk
berbagai kegiatan Manajemen SDM lainya. Selanjutnya informasi dari perencanaaan
SDM. Berikutnya informasi dari Sistem Informasi SDM yang terus menerus
dikembangkan itu dapat dipergunakan untuk melengkapi Sistem Informasi
Manajemen (SIM) organisasi atau perusahaan.

5. Perencanaan SDM dapat meningkatkan koordinasi antar unit kerja atau departemen,
yang akan berkelanjutan juga dalam melaksanakan kegiatan Manajemen SDM lainya,
bahkan dapat dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang memerlukan

kerjasama.

2.3.3 Proses Perencanaan Sumber Daya Manusia
Proses perencanaan SDM untuk masa kini dan masa datang sangat dipengaruhi oleh

dua faktor penentu, yakni faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal
perusahaan seperti adanya karyawan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia,
keluar/berhenti kerja, rotasi, dan kemungkinan promosi jabatan. Sedangkan faktor eksternal
antara lain ketatnya persaingan bisnis, cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat
ketertgantungan (interdependent) antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, serta
ketergantungan antara satu Negara dengan Negara lain. Begitu rentannya
organisasi/perusahaan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah perubahan yang cepat,
sehingga perencanaan SDM mutlak dibutuhkan selaras mengikuti rencana strategi bisnis yang
akan diwujudkan.

Rangkaian pelaksanaan perencanaan SDM yang terintegrasi dengan rencana strategi
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menurut Hadari Nawawi, (1997) adalah
sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan strategi, beberapa organisasi/perusahaan akan melakukan:
a) Menyusun rencana strategi dengan perspektif jangka panjang (5-10 tahun) atau lebih di
masa mendatang.
b) Menyusun rencana operasional yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan

perspektif jangka sedang (3-5 tahun) di masa mendatang.
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c) Menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang
menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun (tahunan) dengan
menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan.
2. Dalam kegiatan perencanaan SDM

a. Pada tahap awal perencanaan SDM mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-
komponen di dalam rencana strategi jangka panjang. Beberapa komponen yang bisa
dijadikan isu perencanaan SDM antara lain (1) filsafat perusahaan, (2) laporan hasil
penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan, (3) tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang
akan dicapai, dan (4) hasil analisis SWOT perusahaan.
b. Pada tahap selanjutnya hasil analisis isu digunakan sebagai masukan dari perencanaan
operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan SDM dalam
proses perencanaan SDM.
c. Hasil perkiraan kebutuhan SDM tersebut dijadikan masukan secara integral dalam
penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan SDM.
2.4 Penyuluh Keluarga Berencana
2.4.1 Definisi Penyuluh Keluarga Berencana

Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola,
menggerakkan, memberdayakan, serta menggalang dan mengembangkan kemitraan
dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KKB bersama institusi masyarakat
pedesaan/ perkotaan di tingkat Desa/ Kelurahan.
2.4.2 Jenjang Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana

Jabatan fungsional PKB terdiri dari PKB terampil dan PKB ahli. Jabatan fungsional
tersebut masih terdapat jenjang yang membedakan antara satu PKB dengan PKB yang lain,
yaitu sebagai berikut:
Jenjang jabatan PKB terampil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah:
a. PKB Pelaksana Pemula
b. PKB Pelaksana
c. PKB Pelaksana Lanjutan
d. PKB Penyelia
Sedangkan jabatan PKB ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
a. PKB Pertama
b. PKB Muda

Laporan Magang Perencanaan Kebutuhan Penyuluh ... Venia lima Dwi Prastika



IR-Perpustakaan Universitas Ailangga

c. PKB Madya

2.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Keluarga Berencana

Sesuai dengan jenjang jabatan yang telah disebutkan masing-masing PKB memiliki

tupoksi sebagai berikut:

Jabatan terampil

a. PKB Pelaksana Pemula:

1.
2.
3.

© o N o

10.

Melakukan pendataan KB

Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK)

Membuat peta pendataan Institusi Masyarakat pedesaan/ Perkotaan (IMP) dan
Organisasi Mon Pemerintah (ORMOP) tingkat desa/kelurahan

Membuat penomoran IMP

Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat secara
perorangan

Melakukan fasilitasi kepada kader

Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/ kelurahan

Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik

Menyipakan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan KB Keliling/
Posyandu

Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)

b. PKB Pelaksana

© 0o N o o B~ w D PE

N ol e =
w N B O

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat desa/kelurahan
Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah desa/ kelurahan
Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja
Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan

Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat desa/ kelurahan
Mengembangkan media KIE KB dalam bentuk spanduk atau umbul-umbul
Menjadi Tim lomba KB nasional tingkat desa/kelurahan

Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional

Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/ KS

. Menjadi peserta mini lokakarya
. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan
. Mendapatkan akseptor/ peserta asuransi KB

. Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling/ Posyandu
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Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan
Melakukan pelayanan terpadu dan pendampingan kegiatan terpadu (Bina Keluarga,
UPPKS)

c. PKB Pelaksana Lanjutan

1.
2.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kecamatan
Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan data
desa/kelurahan

Menbuat laporan pendataan di wilayah kerja

Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat desa/ kelurahan

Melakukan persiapan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja
tingkat kecamatan

Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/ informal tingkat
desa/ kelurahan

Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat desa/ kelurahan
Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kecamatan

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk transparan
Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media sederhana
Melakukan KIE KB nasional kepada masyarakat secara kelompok

Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (Mupen) KB

Menjadi Tim lomba KB nasional tingkat kecamatan

Melakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD

Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat
desa/ kelurahan

Menyusun materi rakor/ raker KB tingkat desa/ kelurahan

Menjadi penyaji dalam mini lokakarya

Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader

Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader

Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan

d. PKB Penyelia

1.
2.
3.

Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan
Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan
Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/ informal tingkat

kecamatan
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
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Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan
Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk poster

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk leaflet atau billboard
Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media tradisional di
pedesaan

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat kecamatan
Menjadi Tim Penilai lomba KB nasional tingkat kecamatan

Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat
kecamatan

Menyusun materi rakor/ raker KB tingkat kecamatan

Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM

Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/ tokoh formal
Mengidentifikasi sasaran, menganlisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
kontrasepsi di desa/ kelurahan

Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di
desa/ kelurahan

Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis

Memberikan orientasi ketrampilan kader IMP/ POKTAN

Jabatan ahli
a. PKB Pertama:

1.
2.

© N o o

9.

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kabupaten/ kota
Melaksanakan pendataan Kb dengan mengolah data wilayah kecamatan dan
kabupaten/ kota

Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/ validasi data

Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja tingkat
kabupaten/ kota

Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kabupaten/ kota

Menyiapkan instrument pendataan KB dengan menguji coba instrument
Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/ kelurahan

Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/ bahan KIE tingkat
kecamatan

Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat kabupaten/ kota

10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk banner
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Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB

Melakukan uji coba materi dan media advokasi KIE KB nasional

Mendesain pameran KB nasional di tingkat kecamatan

Melakukan fasilitasi kepada PPKBD

Menjadi peserta pada rakor/ raker KB nasional tingkat provinsi

Mengidentifikasi sasaran, menganlisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
kontrasepsi tingkat kecamatan

Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di
tingkat kabupaten/ kota

18. Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)
19. Melakukan prakonseling KB
20. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat kabupaten/ kota
21. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan K3 nasional dan
pelayanan KB
b. PKB Muda:
1. Melaksanakan pendataan KB dengan menginterpretasi dan analisis data

2.

o

© o N o

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/ informal
tingkat kabupaten/ kota

Menyiapkan instrument pendataan KB dengan merancang instrument
Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kecamatan

Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/ bahan KIE tingkat
kabupaten/ kota

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk asesoris

Melakukan KIE KB melalui surat kabar/ majalah atau radio

Melakukan penyuluhan massa tentang KB nasional

Melakukan pendekatan kepada ORNOP tingkat kabupaten/ kota

Menjadi tim penilai lomba KB nasiona; tingkat kabupaten/ kota

Menyiapkan materi pameran KB nasional

Melakukan fasilitasi kepada POKTAN

Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat
kabupaten/ kota

Menyusun materi rakor/ raker KB tingkat kabupaten/ kota

Menjadi peserta pada rakor/ raker KB tingkat nasional
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16. Membentuk institusi masyarakat pedesaan/ POKTAN

17. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat

kontrasepsi tingkat kabupaten/ kota

18. Melakukan konseling KB
19. Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat kabupaten/ kota

20. Mengembangkan model KB nasional

c. PKB madya

1. Melaksanakan pendataan KB nasional dengan penyajian hasil analisis data,
kecamatan dan kabupaten/ kota

2. Menyiapkan instrument pendataan KB
Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kabupaten/ kota

4. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk: video, lagu, sandiwara.
Audio, CD, dan film

5. Melakukan KIE KB melalui televisi

6. Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tingkat kabupaten/ kota

7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat
kabupeten/ kota

8. Mendesain jenis loma KB nasional tingkat kabupaten/ kota

9. Mendesain pameran KB nasional tingkat kabupaten/ kota

10. Mengembangkan institusi masyarakat pedesaan/ POKTAN

11. Mengembangkan model teknis penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB

12. Mengevaluasi pengembangan model KB nasional
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BAB I11

METODE KEGIATAN

3.1 Rancang Bangun Kegiatan Magang

Kegiatan magang merupakan kegiatan yang bersifat observasional partisipatif di
bagian kepegawaian Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Mahasiswa melakukan kegiatan
observasi dan pengumpulan data sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yaitu mempelajari
perencanaan, rekruitmen dan seleksi, dan penempatan Penyuluh KB di wilayah kerja
Perwakilan BKKBN Jawa Timur
3.2 Lokasi Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Perwakilan BKKBN Jawa Timur pada bagian
bagian kepegawaian dan hukum.
3.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Magang

Rincian waktu yang digunakan selama kegiatan magang berlangsung adalah sebagai

berikut:
Tabel 3.1 Timeline kegiatan magang di Perwakilan BKKBN Jawa Timur
Kediatan Desember Januari Februari
g 1 1 v |1 1 11 v | V | i |1

Pembuatan proposal
Perijinan magang
Pengenalan tempat

magang

Pelaksanaan magang
Supervisi dosen
pembimbing
Pembelajaran
manajemen di tempat
magang
Mengumpulkan data
Menyusun laporan
magang

Seminar hasil laporan
magang

3.4 Metode Pelaksanaan
Metode yang akan digunakan dalam kegiatan magang antara lain:
1. Observasi di bagian kepegawaian dan hukum Perwakilan BKKBN Jawa Timur
2. Wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yakni bagian
kepegawaian pada salah satu karyawan dan pembimbing lapangan.
3. Partisipasi aktif yaitu melakukan input data di program yang telah ada di SIM

BKBBN Jawa Timur.
15
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4. Kajian literatur dengan mengkaji beberapa literatur (buku teks dan jurnal ilmiah),

kebijakan, pedoman, atau peraturan.
3.5 Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam menunjang kegiatan magang ini adalah:

a. Profil dan gambaran umum Perwakilan BKKBN Jawa Timur

b. Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Jawa Timur, bagian kepegawaian dan
hukum

c. Kebijakan dan SPO yang berlaku

d. Alur dan proses pada perencanaan, rekruitmen dan seleksi, dan penempatan
Penyuluh KB di wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan sebagai data untuk dikaji
dengan teori dilakukan pada saat kegiatan magang berlangsung.
a. Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang
bersangkutan yakni pada bagian kepegawaian pada salah satu karyawan dan
pembimbing lapangan.
b. Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat data yang dimiliki
Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah membandingkan dan mengkaji keadaan
yang terdapat di lapangan dengan SPO dengan kajian teori dan kebijakan.

3.8 Kerangka Operasional

Mempelajari gambaran umum Perwakilan BKKBN Jawa Timur

!

Mempelajari struktur organisasi, kebijakan, dan SPO yang berlaku bagi Penyuluh
KB di wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur

Mempelajari perencanaan, rekruitmen dan seleksi, dan penempatan Penyuluh KB di
wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur
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|

Menganalisis perencanaan, rekruitmen dan seleksi, dan penempatan Penyuluh KB di
wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur

Menyusun laporan dan usulan (rekomendasi) terhadap perencanaan, rekruitmen dan
seleksi, dan penempatan Penyuluh KB di wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa
Timur

Gambar 3.1 Kerangka Operasional Kegiatan Magang

3.9 Output Kegiatan Magang

Kegiatan magang Yyang dilakukan mahasiswa diharapkan dapat menambah
pengalaman tentang perencanaan, rekruitmen dan seleksi, dan penempatan Penyuluh KB
di wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Usulan perbaikan sebagai koreksi
terhadap perencanaan, rekruitmen dan seleksi, dan penempatan Penyuluh KB di wilayah
kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu dihasilkan saat pelaksanaan

magang.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perwakilan BKKBN Jawa Timur
4.1.1 Sejarah BKKBN

yaitu:

A.

Sejarah singkat berdiri dan berkembangnya BKKBN terbagi dalam beberapa periode

Periode Perintisan

Periode perintisan dimulai pada tahun 1950-an sampai 1966. Organisasi keluarga
berencana bermula dari berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23
Desember 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Perkumpulan tersebut berkembang
dan menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). PKBI berusaha
mewujudkan keluarga-keluarga yang sejahtera melalui usaha mengatur atau
menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan dan memberi nasihat ke masyarakat

mengenai perkawinan.

Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional

PKBI menyatakan penghargaan kepada pemerintah karena telah mengambil
kebijaksanaan mengenai keluarga berencana menjadi program pemerintah. PKBI juga
mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai program pemerintah segera

dilaksanakan secepatnya.

Periode Pelita |

Periode pelita | terjadi pada tahun 1969 sampai 1974. Pada masa periode ini mulai
didirikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970. Ketua BKKBN pada masa itu adalah dr.
Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun setelah itu keluar keputusan baru yaitu Keputusan
Presiden Nomor 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan organisasi dan tata kerja

BKKBN yang sudah ada sebelumnya.

Periode Pelita 1
Periode pelita Il terjadi pada tahun 1974 sampai 1978. Kedudukan BKKBN menurut
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978 adalah lembaga pemerintah non-

departemen yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
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BKKBN memiliki tugas pokok yaitu mempersiapkan kebijaksanaan umum dan

mengkoordinasikan pelaksanaan program-program KB nasional dan kependudukan.

E. Periode Pelita 111

Periode pelita 111 terjadi pada tahun 1979 sampai 1984. Pada masa ini BKKBN mulai
melakukan pendekatan ke masyarakat yang didorong peran dan tanggung jawab
masyarakat melalui organisasi dan pemuka pemasyarakat. Hal ini dilakukan untuk
membina dan mempertahankan serta meningkatkan jumlah peserta KB yang ada
sebelumnya. Pada masa periode ini juga dikembangkan sebuah strategi operasional
yaitu Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang memiliki tujuan untuk mempertajam
segmentasi sehingga dapat mempercepat penurunan fertilitas. Selain Panca Karya dan
Catur Bhava Utama juga muncul strategi baru yang menggabungkan KIE dan pelayanan
kontrasepsi. Hal ini merupakan bentuk Mass Campaign yang diberi nama Safari
Keluarga Berencana Senyum Terpadu.

F. Periode Pelita IV
Periode pelita IV terjadi pada tahun 1983 sampai 1988. Pada masa periode ini dilakukan
pelantikan Kepala BKKBN vyaitu Prof. Dr. Haryono Suyono yang menggantikan dr.
Suwardjono Suryaningrat. Namun setelah itu dr. Suwardjono Suryaningrat dilantik

menjadi menteri kesehatan.

G. Periode Pelita V
Periode pelita V terjadi pada tahun 1988 sampai 1993. Pada masa periode ini BKKBN
terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumber daya manusia serta

pelayanan KB.

H. Periode Pelita VI
Periode pelita VI terjadi pada tahun 1993 sampai 1998. Pada masa periode muncul
pendekatan baru yaitu Pendekatan Keluarga yang bertujuan agar menggalakkan
partisipasi masyarakat dalam gerakan KB tingkat nasional. Sejak tanggal 19 Maret 1993
sampai 19 Maret 1998 Prof. Haryono Suyono ditetapkan sebagai menteri negara
kependudukan/Kepala BKKBN. Hal ini merupakan awal dibentuknya BKKBN

setingkat kementrian.

I. Periode Pasca Reformasi
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Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk
meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan
kesejahteraan sosial menurut butir-butir arahan GHBN tahun 1999 dan perundangan-
undangan yang telah ada. Selama ini program tersebut dilaksanakan melalui pengaturan
kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan

kesejahteraan keluarga.

4.1.2 Visi dan Misi
Visi
Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh
seimbang dan keluarga berkualitas
Misi
1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten
4.1.3 Filosofi dan Strategi
Filosofi
Menggerakkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keluarga Berencana

Grand Strategi

Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB
Menata Kembali Pengelolaan Program KB
Memperkuat SDM Operasional Program KB

Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB

o~ 0D

Meningkatkan Pembiayaan Program KB

4.1.4 Kewenangan

1. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.

2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

3. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian
ibu, bayi dan anak.

4. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
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5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu :

a. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera

b. Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

1. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang
pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

2. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk,
penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan
pemberdayaan keluarga;

4. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan
antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang
pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang
pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

6. Pelaksanaan tugas administrasi umum

7. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

8. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
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4.1.6 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Jawa Timur

KEPALA
Sekretaris Badan
[
! | | | |
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Perencanaan Umum dan Keuangan dan Kepegawaian Administrasi
Humas BMN dan Hukum Penoawasan
| | | | | | |
Bidang Bidang Keluarga Bidang Keluarga Bidang Advokasi, Bidang Pelatihan dan Diklat KKB Diklat KKB
Pengendalian Berencana dan Sejahtera dan Penggerakan, dan Pengembangan Malang Jember
Penduduk Kesehatan Reproduksi Pemberdayaan Reformasi
Keluaraa .
S S ‘ 7
Sub Bidang Sub Bidang Bina Sub Bidang Bina | | Sub Bidang | Sub Bagian Tata Sub  Bagian Sub Bagian
Penetapan | | Kesertaan KB Jalur Keluarga Balita, Advokasi dan KIE Usaha Operasional | [| TataUsaha - TataUsaha
Parameter Pemerintah dan — Anak, dan Operasional
Kependudukan Swasta Ketahanan Keluarga i :
: Lansia d Y SbUb BldaAngt Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Sub Bidang Sub Bidang Bina - ubungan Antar — Program dan Program dan | [ Program dan
Kerja Sama Lembaga dan Bina Kerjasama i ;
J Kesertaan KB Jalur ) ) o Kerjasama Kerjasama
T Pendidikan = ilavah d B Sub Bidang Bina Lini Lapangan
Kependudukan e h - Ketahanan Remaja Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagi
Sasaran Khusus Sub Bidang Data o . u | agian
L . — enyelenggaraan enyelenggar Penyelenggara
. . dan Informasi
Sub B|.dz.ing Sub Bidang Sub Bidang dan Evaluasi T aandan ] an dan
Analisis — Kesehatan —|  Pemberdayaan Evaluasi Evaluasi
] Damapak Reproduksi Ekonomi Keluarga
Kependudukan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Jawa Timur
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4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kepegawaian dan Hukum
4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kepegawaian dan Hukum
Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan
fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan tata
laksana.
4.2.2 Rincian Tugas
1. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian dan administrasi jabatan
fungsional, hukum dan perundang-undangan, ketatalaksanaan serta kehumasan.
2. Mendukung kegiatan persiapan pencengahan program atau pencapaian KKP.
3. Melakukan pembinan pegawai, dan menyiapkan data untuk pengelola program
KB yang berprestasi.
4. Menerima Pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai kegiatan.
5. Membina dan mengembangkan bawahan.
4.3 Jenjang Jabatan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Persebaran Penyuluh KB
4.3.1 Jenjang Jabatan Penyuluh KB

Jabatan fungsional PKB terdiri dari PKB terampil dan PKB ahli. Jabatan fungsional
tersebut masih terdapat jenjang yang membedakan antara satu PKB dengan PKB yang lain,
yaitu sebagai berikut:

Jenjang jabatan PKB terampil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah:
a. PKB Pelaksana Pemula
b. PKB Pelaksana
c. PKB Pelaksana Lanjutan
d. PKB Penyelia
Sedangkan jabatan PKB ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
a. PKB Pertama
b. PKB Muda
c. PKB Madya

Jenjang jabatan untuk PKB diatas merupakan jabatan yang ada di PKB sesuai dengan
pendidikan yang ditempuh oleh PKB atau pendidikan pada saat PKB diterima menjadi
PNS. Pada jenjang jabatan PKB terampil yaitu PKB Pelaksana Pemula, PKB Pelaksana,
PKB Pelaksana Lanjutan, dan PKB Penyelia merupakan PKB yang memiliki jenjang
pendidikan SMA/ sederajat, namun ada peraturan bahwa penerimaan PKB untuk menjadi
PNS harus memiliki pendidikan minimal Diploma 3 (D3). Sedangkan untuk PKB ahli
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yaitu PKB pertma, PKB muda, dan PKB madya memiliki pendidikan minimal Sarjana

(S).

Kenaikan jabatan fungsional dari jabatan terampil ke jabatan ahli dapat dilakukan

sesuai dengan Perka BKKBN nomor 5 tahun 2018 yaitu dengan syarat berikut ini:

1. Masih tersedia formasi;

2. Minimal satu tahun telah menduduki jabatan terakhir;

3. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi;
4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam dua tahun terakhir;

5. Adanya usulan kenaikan jabatan yang ditandatangani pejabat eselon Il unit kerja

yang bersangkutan;

6. Wajib mengikuti Diklat Penjenjangan yang dibukyikan dengan fotokpi sertifikat

Diklat Penjenjangan.
4.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh KB

Sesuai dengan jenjang jabatan yang telah disebutkan masing-masing PKB memiliki

tupoksi sebagai berikut:

PKB dengan jabatan terampil merupakan PKB yang bertugas di lapangan dengan tupoksi

sebagai berikut:

a. PKB Pelaksana Pemula:

1.
2.
3.

10.

11.

Melakukan pendataan KB

Melakukan pengisian form pendataan Mutasi Data Keluarga (MDK)

Membuat peta pendataan Institusi Masyarakat pedesaan/ Perkotaan (IMP) dan
Organisasi Mon Pemerintah (ORMOP) tingkat desa/kelurahan

Membuat penomoran IMP

Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat secara
perorangan

Melakukan fasilitasi kepada kader

Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/ kelurahan

Mengumpulkan data pelayanan KB di klinik

Menyipakan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan KB Keliling/
Posyandu

Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)
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b. PKB Pelaksana

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat desa/kelurahan
Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah desa/ kelurahan
Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja
Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan

Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat desa/ kelurahan
Mengembangkan media KIE KB dalam bentuk spanduk atau umbul-umbul
Menjadi Tim lomba KB nasional tingkat desa/kelurahan

Menjaga stand dalam setiap pameran KB nasional

Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/ KS

© © N o g b~ wbhPE

[EEY
o

. Menjadi peserta mini lokakarya

[EEY
=

. Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat kecamatan

[EEY
N

. Mendapatkan akseptor/ peserta asuransi KB

[EEY
w

. Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling/ Posyandu

[EEN
&

Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan

[N
[Sa]

. Melakukan pelayanan terpadu dan pendampingan kegiatan terpadu (Bina
Keluarga, UPPKS)
c. PKB Pelaksana Lanjutan
1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kecamatan
2. Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan data
desa/kelurahan
3. Menbuat laporan pendataan di wilayah kerja
4. Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat desa/ kelurahan
5. Melakukan persiapan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana kerja
tingkat kecamatan
6. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/ informal
tingkat desa/ kelurahan
7. Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat desa/ kelurahan
8. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Kecamatan
9. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk transparan
10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media sederhana
11. Melakukan KIE KB nasional kepada masyarakat secara kelompok

12. Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (Mupen) KB
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Menjadi Tim lomba KB nasional tingkat kecamatan

Melakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD

Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat
desa/ kelurahan

Menyusun materi rakor/ raker KB tingkat desa/ kelurahan

Menjadi penyaji dalam mini lokakarya

Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader

Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader

Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan

d. PKB Penyelia

1.
2.

N oo g &

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan

Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan

Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/ informal
tingkat kecamatan

Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan
Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk poster

Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk leaflet atau billboard
Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media tradisional di
pedesaan

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat kecamatan
Menjadi Tim Penilai lomba KB nasional tingkat kecamatan

Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat
kecamatan

Menyusun materi rakor/ raker KB tingkat kecamatan

Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSOM

Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/ tokoh formal
Mengidentifikasi sasaran, menganlisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
kontrasepsi di desa/ kelurahan

Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di
desa/ kelurahan

Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis

Memberikan orientasi ketrampilan kader IMP/ POKTAN

Sedangkan PKB dengan jabatan ahli memiliki tupoksi sebagai berikut:
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a. PKB Pertama:

1. Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kabupaten/ kota

2. Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah kecamatan dan
kabupaten/ kota

3. Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/ validasi data

4. Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja tingkat
kabupaten/ kota

5. Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kabupaten/ kota

6. Menyiapkan instrument pendataan KB dengan menguji coba instrument

7. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/ kelurahan

8. Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/ bahan KIE tingkat
kecamatan

9. Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat kabupaten/ kota

10. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk banner

11. Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB

12. Melakukan uji coba materi dan media advokasi KIE KB nasional

13. Mendesain pameran KB nasional di tingkat kecamatan

14. Melakukan fasilitasi kepada PPKBD

15. Menjadi peserta pada rakor/ raker KB nasional tingkat provinsi

16. Mengidentifikasi sasaran, menganlisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
kontrasepsi tingkat kecamatan

17. Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu di
tingkat kabupaten/ kota

18. Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)

19. Melakukan prakonseling KB

20. Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat kabupaten/ kota

21. Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan K3 nasional dan
pelayanan KB

b. PKB Muda:

1. Melaksanakan pendataan KB dengan menginterpretasi dan analisis data

2. Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/ informal
tingkat kabupaten/ kota

3.  Menyiapkan instrument pendataan KB dengan merancang instrument
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4. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kecamatan

5. Menyusun isi pesan KB nasional untuk bahan advokasi/ bahan KIE tingkat
kabupaten/ kota

6. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk asesoris

7. Melakukan KIE KB melalui surat kabar/ majalah atau radio

8. Melakukan penyuluhan massa tentang KB nasional

9. Melakukan pendekatan kepada ORNOP tingkat kabupaten/ kota

10. Menjadi tim penilai lomba KB nasiona; tingkat kabupaten/ kota

11. Menyiapkan materi pameran KB nasional

12. Melakukan fasilitasi kepada POKTAN

13. Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah tingkat
kabupaten/ kota

14. Menyusun materi rakor/ raker KB tingkat kabupaten/ kota

15. Menjadi peserta pada rakor/ raker KB tingkat nasional

16. Membentuk institusi masyarakat pedesaan/ POKTAN

17. Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
kontrasepsi tingkat kabupaten/ kota

18. Melakukan konseling KB

19. Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat kabupaten/ kota

20. Mengembangkan model KB nasional

c. PKB madya

1. Melaksanakan pendataan KB nasional dengan penyajian hasil analisis data,
kecamatan dan kabupaten/ kota

2. Menyiapkan instrument pendataan KB

3. Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kabupaten/ kota

4. Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk: video, lagu, sandiwara.
Audio, CD, dan film

5. Melakukan KIE KB melalui televisi

6. Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tingkat kabupaten/ kota

7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat
kabupeten/ kota

8. Mendesain jenis loma KB nasional tingkat kabupaten/ kota

9. Mendesain pameran KB nasional tingkat kabupaten/ kota
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11. Mengembangkan model teknis penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB

12. Mengevaluasi pengembangan model KB nasional

Dari tugas pokok fungsi diatas didapatkan dari buku Standar Operasional Prosedur

tentang jabatan fungsional PKB di BKKBN. Tugas pokok dan fungsi diatas berbeda-beda

sesuai dengan PerKa BKKBN No 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional

Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan jabatan dari masing-masing PKB. Sesuai dengan

tugas dan fungsinya PKB berperan penting sebagai pengelola, penggerak, memberdayakan,

dan memberikan pendekatan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang ikut andil dalam

pelaksanaan program KB (Annisa, 2016).
4.3.3 Persebaran Penyuluh KB di Wilayah Kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur
Persebaran Penyuluh KB di wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur

dilakukan pada 38 kabupaten/ kota sesuai dengan tabel dibawah ini:
Tabel 4.1 Jumlah PKB di Kabupaten/Kota wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa

Timur
No Kabupaten/ Kota Jumlah PKB
1. Kabupaten Pasuruan 83
2. Kabupaten Probolinggo 75
3. Kabupaten Lumajang 38
4. Kabupaten Bondowoso 90
5. Kabupaten Situbondo 40
6. Kabupaten Jember 57
7. Kabupaten Banyuwangi 80
8. Kabupaten Blitar 68
9. Kabupaten Bangkalan 85
10. | Kabupaten Sampang 16
11. | Kabupaten Pamekasan 58
12. | Kabupaten Sumenep 27
13. | Kota Probolinggo 21
14. | Kota Pasuruan 25
15. | Kota Blitar 14
16. | Kabupaten Gresik 63
17. | Kabupaten Sidoarjo 90
18. | Kabupaten Mojokerto 66
19. | Kabupaten Jombang 73
20. | Kabupaten Malang 99
21. | Kabupaten Lamongan 94
22. | Kota Surabaya 60
23. | Kota Mojokerto 17
24. | Kota Malang 48
25. | Kota Kediri 24
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26. | Kota Batu 14
27. | Kabupaten Bojonegoro 95
28. | Kabupaten Tuban 68
29. | Kabupaten Madiun 62
30. | Kabupaten Ngawi 95
31. | Kabupaten Magetan 62
32. | Kabupaten Ponorogo 115
33. | Kabupaten Pacitan 36
34. | Kabupaten Kediri 65

Lanjutan Tabel 4.1 Jumlah PKB di Kabupaten/Kota wilayah kerja Perwakilan
BKKBN Jawa Timur

No Kabupaten/ Kota Jumlah PKB

35. | Kabupaten Nganjuk 90

36. | Kabupaten Tulungagung 73

37. | Kabupaten Trenggalek 41

38. | Kota Madiun 22
Jumlah 2249

Sumber: Data dari Bagian Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Jawa Timur
Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2249 penyuluh KB yang tersebar di
wilayah kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari PKB terampil yaitu
PKB Pelaksana Pemula, PKB Pelaksana, PKB Pelaksana Lanjutan, PKB Penyelia dan
PKB ahli yaitu PKB Pertama, PKB Muda, PKB Madya. PKB yang paling banyak
yaitu di Kabupaten Ponorogo sebanyak 115 Penyuluh KB dan yang paling sedikit di Kota
Batu dan Kota Blitar yaitu masing-masing sebesar 14 Penyuluh KB. Persebaran PKB di
wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur berdasarkan perencaanaan yang telah
ditetapkan dari awal oleh masing-masing daerah dan jumlah PKB yang pensiun di masing-
masing daerah.
4.4 Perencanaan Kebutuhan Penyuluh KB di Wilayah Kerja Perwakilan BKKBN
Jawa Timur
PKB di BKKBN merupakan ujung tombak sebagai penyalur program BKKBN
kepada masyarakat sehingga program di BKKBN dapat diterima dengan baik oleh
masyarakat. Maka dari itu perlu adanya kompetensi yang sesuai utnuk menempati
jabatan fungsional di PKB. Kompetensi PKB di BKKBN minimal adalah D3 (Diploma
3) namun terdapat beberapa PKB yang memiliki ijazah SMA/sederajat maka PKB
tersebut menjadi PLKB yang sekarang dapat disebut sebagai PKB Pelaksana . Sebelum
tahun 2018 BKKBN menerima pegawai yang salah satunya adalah PKB dari peralihan
pegawai Pemda ke Pusat BKKBN dan terdapat beberapa pegawai yang tidak memiliki

jabatan sehingga dikategorikan sebagai PKB Pelaksana. Pada tahun 2018 penerimaan
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pegawai salah satunya PKB, perencanaan sudah dilakukan oleh BKKBN itu sendiri
sehingga tidak ada peralihan pegawai dari Pemda ke BKKBN.

Perencanaan Penyuluh KB berdasarkan penyusunan dan penetapan kebutuhan
SDM sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN No 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana pada pasal 4 dilakukan sesuai
dengan siklus anggaran. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang ada pada pasal 5 dilakukan melalui:

a. Analisis jabatan

b. Analisis beban kerja

c. Peta jabatan

d. Ketersediaan pegawai

Pada penyusunan kebutuhan Penyuluh KB BKKBN wajib menyusun

kebutuhan jumlah jabatan Penyuluh KB secara nasional berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah jabatan Penyuluh KB
dilakukan untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan
prioritas kebutuhan sesuai rencana strategis. Penyusunan kebutuhan jumlah jabatan
Penyuluh KB harus mendukung pencapaian tujuan BKKBN. Pada pasal 8 terdapat

rincian kebutuhan Penyuluh KB setiap tahun yang disusun berdasarkan:

a. Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja

b. Peta jabatan Penyuluh KB di unit organisasi yang menggambarkan
ketersediaan dan jumlah kebutuhan Penyuluh KB, dan

c. Memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk/ keluarga/

pasangan usia subur, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

Hasil penyusunan kebutuhan Penyuluh KB lima tahunan disampaikan oleh
Kepala BKKBN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan dokumen
rencana strategis. Penyusunan kebutuhan Penyuluh KB dilaksanakan dengan
menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik. Aplikasi tersebut berupa e-formasi atau
aplikasi lain yang ditentukan oleh Kementerian yang membidangi Aparatur Sipil

Negara.
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Kemudian pada penetapan kebutuhan Penyuluh KB ditetapkan oleh Kepala
BKKBN pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kebutuhan Penyuluh KB
yang telah ditetapkan oleh Kepala BKKBN tidak seluruhnya direalisasikan, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borkrasi dapat mempertimbangkan

sebagai tambahan usulan kebutuhan Penyuluh KB untuk tahun berikutnya.

Pada perencanaan penyusunan kebutuhan Penyuluh KB di Perwakilan BKKBN
Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Menghitung analisis jabatan

Perhitungan analisis jabatan dilakukan di tiap daerah untuk mengetahui jabatan
dan jumlah pegawai yang dibutuhkan di tiap daerah. Selain itu, dihitung pula
jabatan PKB yang telah pensiun atau purna tugas dan kebutuhan jabatan
fungsional PKB tiap daerah yang dapat dijadikan acuan untuk jumlah penerimaan
PKB untuk 5 tahun ke depan. Dari hasil tersebut dapat diketahui kebutuhan
jabatan di tiap daerah.

Jabatan PKB/ PLKB di Perwakilan BKKBN Jawa Timur yaitu jabatan
keterampilan dan keahlian. Pada jabatan keterampilan yaitu antara lain pemula,
terampil, mahir, dan penyelia. Fokus pekerjaan pada PKB/PLKB berbeda-beda,
ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Sedangkan pada jabatan
keahlian antara lain pertama, muda, madya, dan utama. Pada keahlian pekerjaan
difokuskan kepada analisis.

Kejadian sekarang yang ada di Perwakilan BKKBN Jawa Timur maupun
nasional adalah PKB memiliki jabatan tinggi yaitu muda dan madya, padahal
apabila PKB memiliki jabatan muda maka tingkatan PKB tersebut sudah
bertanggungjawab untuk kabupaten, sedangkan untuk madya seharusnya
bertanggung jawab untuk provinsi. Namun, masih banyak madya yang
bertanggung jawab untuk kabupaten danpersebaran jabatan madya banyak di desa
serta kecamatan. Perwakilan BKKBN Jawa Timur mengalami kesulitan dalam
menganalisis jabatan karena persebaran yang tidak merata.

Banyak kabupaten yang membutuhkan PKB dengan jabatan madya seperti
kabupaten yang sulit dijangkau memiliki jumlah PKB dengan jabatan madya lebih

sedikit daripada di kota yang akses dan jangkauannya mudah seperti di Kota
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Surabaya. Perwakilan BKKBN Jawa Timur sedang berusaha memperbaiki
analisis jabatan dengan melihat banyaknya desa dengan jumlah jabatan PKB tiap
daerah.

Perencanaan SDM di Perwakilan BKKBN Jawa Timur masih mengikuti
peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
MenPan memiliki kebijakan bahwa seluruh instansi pemerintah secara vertikal.
Setiap instansi pemerintah diberi formasi sesuai jumlah pegawai yang pensiun,
seperti contoh apabila Perwakilan BKKBN Jawa Timur terdapat pegawai yang
pensiun sebanyak 80 orang maka Perwakilan BKKBN Jawa Timur akan diberi
kuota untuk penerimaan pegawai sebanyak 80 orang. Kemudian dari Perwakilan
BKKBN Jawa Timur yang menyesuaikan tempat dan jabatan yang kosong dan
yang dibutuhkan. Pada tahun ini Perwakilan BKKBN Jawa Timur memiliki
formasi CPNS PKB sebanyak 74 PKB.

2. Menghitung analisis beban kerja

Perhitungan analisis beban kerja dilakukan di tiap daerah untuk mengetahui
jabatan dan jumlah pegawai yang dibutuhkan di tiap daerah. Selain itu, dihitung
pula PKB yang telah pensiun atau purna tugas dan dapat dijadikan acuan untuk
jumlah penerimaan PKB untuk 5 tahun ke depan. Akan tetapi perhitungan analisis
beban kerja untuk perencanaan kebutuhan PKB masih menggunakan data PKB
yang pensiun/ purna tugas dan kekurangan jabatan di masing-masing daerah. Dari
hasil tersebut dapat diketahui beban kerja di tiap daerah. Kebutuhan analisis beban
kerja PKB yang telah diberikan oleh BKKBN kepada MenPan berbeda dengan
alokasi yang diberikan karena permintaan untuk formasi baru dengan yang
pensiun berbanding terbalik. Perencanaan jumlah PKB yang baik harus sesuai
dengan target Kinerja.

Berikut ini merupakan metode perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 tahun 2004
tentang Pedoman Pehitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan beban kerja:

Tabel 4.2 Observasi Perhitungan Analisis Beban Kerja Berdasarkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 tahun 2004 tentang Pedoman

Pehitungan Kebutuhan Pegawai

No Analisis Beban Kerja berdasarkan BKKBN
Kemenpan
1 Menetapkan waktu kerja Tidak dilakukan
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2 | Menyusun waktu penyelesaian tugas Tidak dilakukan

3 | Perhitungan beban kerja  Dberdasarkan | Tidak dilakukan
pendekatan hasil kerja

4 | Perhitungan beban kerja  Dberdasarkan | Tidak dilakukan
pendekatan tugas per tugas jabatan

5 | Menghitung kebutuhan pegawai Dilakukan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari analisis beban kerja berdasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 tahun 2004
tentang Pedoman Pehitungan Kebutuhan Pegawai, BKKBN belum melakukan
penetapan waktu kerja, penyusunan waktu penyelesaian tugas, perhitungan beban
kerja berdasrkan pendekatan hasil kerja, dan perhitungan beban kerja berdasrkan
pendekatan tugas per tugas jabatan. BKKBN hanya melakukan menghitung
kebutuhan pegawai namun hanya menghitung jumlah pegawai yang pensiun/
purna tugas dan pegawai yang naik jabatan.

Menurut Hasrialdy (2016), penetapan kebutuhan pegawai ada beberapa
langkah yaitu langkah pertama adalah memasukkan data mengenai rata-rata waktu
penyelesaian tugas-tugas pokok pekerjaan staf ke dalam rumus perhitungan
tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Kemudian pada perhitungan kebutuhan
tenaga kerja berdasrkan beban kerja yaitu menetapkan waktu kerja, menyusun
waktu penyelesaian tugas, perhitungan beban kerja berdasarkan pendekatan hasil
kerja, menghitung kebutuhan pegawai. Langkah ketiga adalah menghitung Full
Time Equivalent (FTE).

3. Peta jabatan

Peta jabatan terkait dengan jabatan dari PKB. Selain itu diadakan formasi
jabatan untuk PKB. Terdapat data dari PKB wilayah kerja Perwakilan BKKBN
Jawa Timur yang akan naik jabatan sehingga bagian Kepegawaian bisa melihat
jabatan yang kosong dan dapat menentukan formasi jabatan bagi PKB baru.
Adanya formasi jabatan dan usulan kenaikan jabatan diserahkan terlebih dahulu
ke KeMenPan untuk melihat kondisi dan kesesuaian kebutuhan calon PNS untuk
Perwakilan BKKBN Jawa Timur.

4. Ketersediaan pegawai

Terdapat data dari tiap daerah yang ada di Perwakilan BKKBN Jawa Timur
jumlah dan formasi pegawai tiap daerah yang dapat digunakan oleh bagian
kepegawaian untuk perencanaan penerimaan calon PNS untuk Perwakilan
BKKBN Jawa Timur.
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Berikut ini merupakan diagram alir untuk perencanaan kebutuhan PKB di wilayah

kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur:
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Tabel 4.3 Diagram Alir Perencanaan Kebutuhan PKB di Wilayah Kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur

Laporan Magang

Perencanaan Kebutuhan Penyuluh .

PERENCANAAN KEBUTUHAN PKB DI WILAYAH KERJA PERWAKILAN BKKBN JAWA TIMUR
PERWAKILAN BKKBN BADAN KEPEGAWAIAN
OPD KB KAB/ KOTA JAWA TIMUR BKKBN PUSAT NEGARA KEMENPAN
ANALISIS JABATAN JUMLAH
DAN ANALISIS BEBAN KEBUTUHAN PKB
KERJA PKB TIAP KAB/ TIAP KAB/ KOTA
KOTA
INPUT DATA JUMLAH DATA
oL e
KEBUTUHAN PKB PENENTUAN JUMLAH PKB
TIAP KAB/ KOTA
TIAP KAB/ KOTA
IT‘(FI’ELIJB-L"]I'LEMI;?\IH INPUT JUMLAH DATA
—> KEBUTUHAN PKB KEBUTUHAN
PKB TIAP NASIONAL PKB NASIONAL
PROVINSI
PERHITUNGAN
KEBUTUHAN PKB
NASIONAL
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MENERIMA KUOTA
TIAP KAB/ KOTA

v

Kebutuhan
PKB
ternentihi?

Ya Tiiak

MENERIMA KUOTA
TIAP PROVINSI DAN
DAERAH (KAB/ KOTA)

MENERIMA DATA
PEMBERIAN KUOTA
PKB NASIONAL

\

/ DATA KEBUTUHAN

PENENTUAN KUOTA PKB
TIAP PROVINSI DAN KAB/

DAN PEMBERIAN
KUOTA PKB
NASIONALI

Adanya
pembagian
job kepada

PKB

KOTA
/ INPUT KUOTA PKB
TIAP PROVINSI DAN
/ DAERAH (KAB/ KOTA)
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Berdasarkan diagram alir diatas perencanaan kebutuhan PKB di Perwakilan BKKBN
Jawa Timur adalah berawal dari analisis jabatan dana analisis beban kerja PKB tiap
kabupaten/ kota. Setelah itu, data mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja
diserahkan kepada Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Perwakilan BKKBN Jawa Timur
melakukan input data mengenai jumlah kebutuhan PKB tiap kab/ kota yang kemudian
diserahkan kepada BKKBN Pusat. Dari BKKBN pusat melakukan verifikasi data dan
menentukan jumlah data kebutuhan PKB tiap provinsi dan penentuan jumlah PKB tiap
kabupaten/ kota.

Setelah itu BKKBN Pusat melakukan input data jumlah kebutuhan PKB tiap provinsi
yang kemudian diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN melakukan
input data jumlah kebutuhan PKB nasional yang kemudian diserhakan kepada KeMenpan.
Setelah KeMenpan mendapatkan jumlah kebutuhan PKB nasional, Kemenpan melakukan
perhitungan kebutuhan PKB nasional berdasarkan dana dan aspek lainnya. Setelah itu
KeMenpan memberikan data kebutuhan dan pemberian kuota PKB nasional kepada BKKBN

Pusat.

BKKBN pusat menerima data pemberian kuota PKB nasional dan menetukan kuota PKB
tiap provinsi dan kabupaten/ kota. Setelah itu BKKBN Pusat melakukan input kuota PKB tiap
provinsi dan kabupaten/ kota yang kemudian diterima oleh Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
Setelah itu setiap kabupaten/ kota menerima kuota PKB tiap kabupaten/ kota. Apabila
kebutuhan PKB tidak terpenuhi maka OPD KB tiap kabupaten/ kota akan melakukan
pembagian job kepada PKB agar tupoksi PKB dapat tetap berjalan.
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BAB V
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Pengelolaan PKB berupa perencanaan, seleksi dan rekruitmen, serta penempatan

PKB di wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang dilaksanakan oleh

Bagian Kepegawaian dan Hukum telah sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan oleh Kepala BKKBN di PerKa BKKBN Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Namun, masih

terdapat hambatan dalam pengelolaan PKB di wilayah kerja Perwakilan BKKBN

Jawa Timur. Berikut ini merupakan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan:

1. Perwakilan BKKBN Jawa Timur merupakan lembaga peemrintahan yang
bergerak dalam masalah kependudukan dan keluarga berencana.

2. Bagian Kepegawaian dan Hukum merupakan salah satu bagian dari Perwakilan
BKKBN Jawa Timur yang mengelola pegawai termasuk PKB yang ada di
wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timur.

3. PKB merupakan tenaga penyuluh atau petugas lapangan yang berada di tiap
kabupaten wilayah kerja Perwakilan BKKBN Jawa Timuryang bertugas untuk
merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan  dan
mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan lainnya di
tingkat Desa/Kelurahan.

4. Perencanaan sebagai awal untuk penerimaan PKB sudah sesuai dengan peraturan
yaitu berawal dari analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan
ketersediaan pegawai. Pada analisis jabatan dan analisis beban kerja belum
menggunakan metode analisis beban kerja untuk dapat menghitung kebutuhan
PKB di masing-masing daerah.

5.2 Saran

Berikut ini merupakan saran yang direkomendasikan kepada Bagian Kepegawaian
dan Hukum Perwakilan BKKBN Jawa Timur untuk perbaikan dalam pengelolaan
PKB:

1. Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja tidak hanya melihat dari

pegawai yang pensiun/ purna tugas, namun harus ada beberapa tahap seperti
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yang telah disampaikan oleh Kemenpan di dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 tahun 2004 tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Pegawai. Selain itu, Perwakilan BKKBN Jawa Timur
harus memiliki SOP tentang analisis beban kerja sesuai keputusan tersebut yang
digunakan oleh setiap OPD KB se Jawa Timur untuk melakukan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

Adanya validasi data tiap kabupaten/ kota dari Perwakilan BKKBN Jawa Timur
terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja dari OPD KB tiap kabupaten/
kota, validasi data dapat dilakukan dengan crosscheck data mengenai jumlah
pegawai yang pensiun dan jumlah jabatan yang ada di setiap OPD KB
kabupaten/ kota.
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42

Laporan Magang Perencanaan Kebutuhan Penyuluh ... Venia llma Dwi Prastika




IR-Perpustakaan Universitas Ailangga

43

Laporan Magang Perencanaan Kebutuhan Penyuluh ... Venia llma Dwi Prastika




IR-Perpustakaan Universitas Ailangga

44

Laporan Magang Perencanaan Kebutuhan Penyuluh ... Venia llma Dwi Prastika




IR-Perpustakaan Universitas Ailangga

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Magang
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 BERITA ACARA PERBAIKAN
SEMINAR LAPORAN MAGANG

Ve llma Dui Prasika
101511133210
4 Maret 2019
an Masyarakat
gl dan Kebijakan Kesehatan
aan Penyulub Keluarga Berencana dan Petugas
Keluarga Berencana di Wilayah Kerja Perwakilan
dudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa

ma Putri, S.KM. M.Kes

Saran Perbaikan
ul diganti menjadi “Perencanaan Kebutuhan
"

* {idak terlalu banyak, cukup untuk
agan, rekruitmen dan seleksi, serta

KB saja

untuk perencaan PKB/PLKB di wilayah
(BN Jawa Timur

:’-‘ll.; d PKB/PLKB di Wilﬂyah
wva Tin ur

rendah pada PKB/PLKB

Josen Pengu,
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